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Mcﬁimbahg . a bahwa setiap' Anak 'mémimnyai hak -hidup, tumbilh |
S o berkembang dan berpartxmpam secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanu31aan serta mendapat

perlmdungan dari Kekerasan dan dlsknmmas1, ,
B ‘vb.. bahwa guna menjamin, melxndungl dan memenuhl Hak—Hak
- S - Anak  agar dapat “hidup, tumbuh berkembang dan
- berpartxs1pasx secara op'umal sesua1 dengan ‘harkat dan B
. martabat kemanu31aan, perlu dllakukan upaya-upaya
- perlindungan yang melibatkan hntas pemangku kepcntmgan

baik pemerintah, Masyarakat dan duma usaha, -

c. bahwa untuk melaksanakan dan- mendukung kebljakan
naswnal dalam penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak d1 /
daerah perlu ada Pcraturan Bupatx v I
d bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagannana dlmaksud
" dalam huruf a, huruf b dan . huruf c, “perlu menetapkan
Pgraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pcme_nuhan Hak -

| Méngingat | 10 Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembenmkan
o - 'Daerah-Daerah Kabupaten dalam ngkungan Prov1ns1 Jawa
' Tengah :




2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan»
' "Anak {Lernbaran Negara chubhk Indonesia ‘Tahun 1979

Nomor 32 Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesxa

BRI ‘v;‘\‘,;‘

Nomor 3143), | v - -
3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tcntang Pcngesahan
7 R : Intematlonal Labour Organization “Convention No. 138

' Concemmg Minimum_ Age For Admission To Employment
' (Konven51 ILO Mengena1 Usia Mlmmum Untuk Dlperbolehkan
. ‘Bekerja) (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999
~.‘ S Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
S Nomor 3835); | .
4, Undang—Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Halg Asasi |
' Manusm (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 1999
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm ‘
Nomor 3886); ' ‘ o v
B, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan
" .Intematlonal Labour Ongamzatton Conventlon Nomor 182
Concemmg The Prohibition And Immedtate Actxon For The
Ehmznatwn Of The Worst Forms Of Chzld Labour (Konvenm ILO}__;
. quor 182_ Mengenal Pelarangan Dan Tindakan Segera_ L
o Penghapusan 'Bentuk-Bentuk Pei{exjéa'nv> 'I‘ei-biiruk Untuk -
| * Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesxa Tahun 2000 o b
" Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesmf
. Nomor 3941), B L
6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlmdungan ""»' -
: Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 o
Nomor 109 Tambahan Lembaran. Negara Repubhk Indonesxa
o Nomor 4235); | | o _ '.. o
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 _t_cntang“ R

“
PR 4

Ketenagaker]aan (Lembaran Negara Repubhk ‘Indoncsia"";
Tahun 2003 Nomor 39, Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk‘ -’

o Indonoma Nomor 42?9), :



.‘":Undang~Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
-ff,:j:;v_-.'Pendldlkan Nasmnal (Lembaran Negara Repubhk Indonesm
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara chubhk
{_,Indonesxa Nomor 4301) o -;, o
I';":f Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
erkerasan Dalam Rumah Tangga [Lembaran Negara Repubhk :
~;‘: 5';“'vIndonesm Tahun- 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran |
Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4419], ; |
.‘f:Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admmxstram o |
Kependudukan (Lembaran Negara Republlk Indonema{f: Y
f.f’Tahun 2006 Nomor - 124, Tambahan Lembaran Ncgara A
- Republlk Indonesxa Nomor 4674), f T SR
| .‘f}Undang—Undang Nomor '21 Tahun 2007 tentangv;-.;“'
':Pemberantasan Tindak Pldana Perdagangan Orang (Lembaran :';I--
;::,Negara Repubhk Indones1a Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan - i
= "f}Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4720), o
}b .:'.vUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahtcraan Lo
Sosial | (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2009 -
:':_f»"}}Nomor 12 Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesm‘v N
* Nomor 4967) B S SRR
-1 Undang Undang Nomor 36 ’I‘ahun 2009 tcntang Kesehatan .
8 :1~a-5f-_:.(I,embaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2009 S
:  Nomor' 144, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema“ L
,vv-.‘-,:Nomor5063), e e e e e e
1. ﬁv.ifUndang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan
v} Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara chubhk;}
v:':v{:."‘llndonesm Tahun | 2011 Nomor 82 ’I‘ambahan Lembaran},i.

{f-':f;Negara Repubhk Indone31a Nomor 5234), R T
: y}_v‘.",Undang-Undang Nomor 19 ’I‘ahun 2011 tentang Pengesahan’
Convention On The R:ghts of Persons Wth D:sabllltles"
}}:(Konvenm Mengenm I—Iak-hak Penyandang stabllltas)

_'(Lcmbaran Ncgara ’ chubhk Indoncma B Tahun 201 1»;1_'
Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesuaf




6 :

+

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 téntahg Perhérinfahén

" Daerah {Lembaran Negara Repubhk Indonesxa ‘Tahun 2014

17.

18.

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

| 'Nomor 5587) sebagaimana telah dlubaILbeberapa kali terakhlr
- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang '

- Perubahan Kc@g,a Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara
Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

stabxhtas (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2016 .

’,Nomor 69 Tambahan ‘Lembaran Negara Repubhk Indonemai
Nomor 5871);

'Kesejahteraan Anak Bermasalah (Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

_Repubhk Indone31a Nomor 3367);

19.

. _Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesna

20.

Peraturan Pemerintah Nomor }79 Tahun 2005 tentang S
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Nomor 4593);

' 'Penyclcnggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara

21. ,
" Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi
tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesm’

22,

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan o

Lembaran Negara chubhk Indonesia Nornor 5294), : L
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentangv'

Tahun 1990 Nomor 57);

Peraturan Menten Negara Pemberdayaan Perempuan Nornor 3, |

Tahun . 2008 tentang . Pedoman Pelaksanaan Pcrllndungan e

~ Anak;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 1988 tentang Usaha

Peraturan Pemenntah Nomeor 39 Tahun 2012 - tcntang -



o

23.

- 24,

25,

Perattiran ~ Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan‘-'” ,
"'Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebuakan Pengcmbanganf

Kabupaten/ Kota Layak Anak . ~ (Berita Negara - Repubhk

Indonesia Tahun 2012 Nomor 168); - ‘ -
Peraturan Mcnten 'Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015-

tentang Pedoman-. Pembentukan ‘Produk Hukum Dacrah;:

(Benta Ncgara Repul;hk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); -
Peraturan Daerah Provinsi Jawa  Tengah . ".Nomor 3

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pcrlmdungan Terhadap -

i Korban Kekerasan Berbasns Gender dan’ Anak (Lcmbaranib"v'_‘»:
Daerah Provmsx Jawa ’I‘engah ‘Tahun 2009 Nomor 3, :1
Tambahan Lernbaran Daerah Provms1 Jawa .’I‘engah S

* Nomor 20), v

| 26,

Nomor = 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten -

27,

Peraturan ~ Daerah Kabupaten | Karanganyar Nomor 2

Tahun 2016 tentang ‘Pejabat Penyidik Pegawai jNegerr Slpil 3 |
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016

Karanganyar Nomor 54), -

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4_"

. Tahun 2016 tentang _Penyelenggaraan Kualitas Ibu dan Anak

o (Lembarah' Daerah Kabupeiten Karanganyar Tahun 2016

- 28. )
- Tahun 2016 tentang Perhndungan Anak (Lembaran Dacrah"j‘i o

20,

Nomor 4, Tambahan Lembaran, Daerah Kabupaten .

Karanganyar Nomor 56),

Peraturan Daerah ‘Kabupaten Kérangényar Nomor';,_‘.s

Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan o

Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar ‘Nomor 4 o
o 'I‘ahun 2017 tentang Urusan Pemermtahan (Lembaran Daerah SR
.Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4:, Tambahan' .

_ Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 72);



PERATURAN BUPATI TENTANG
PEMENUHAN HAK ANAK

Mencvtapkan PENYELENGGARAAN

| BAB I
KETENTUAN UMUM

it tu"b’bﬁ.Dalam Peraturan Bupau 1n1 yang dlmaksud denganv:'.f.jt'g-?f ’v
}1}. .. :»Daerah adalah Kabupaten Karanganyar S
2 }Pemcnntah Daerah adalah‘ - Pemermtah" Kabupaten
SBupatl adalah Bupat1 Karanganyar ST e T
4. Perangkat Daerah adalah perangkat dacrah pada Pemermtah _‘ i
Kabupaten Karanganyar L T Y
. :v_ Anak adalah seseorang yang belum berusm 18 (delapan-
= belas) tahun tcrmasuk Anak yang rnasxh dalam kandungan, .
;.,,,:.-.tercatat sebaga1 penduduk dan/ atau berdomlslh dan/ atau'
"' .”f"mengalamx masalah d1 Wllayah Kabupaten Karanganyar ‘
'_}Hak Anak adalah baglan dan hak asaen manusm yang Wa_]lb:
"dljamm, dﬂmdungl dan d1penuh1 oleh Orang 'I‘ua Keluarga,:
e »:v»Masyarakat Pemermtah Daerah Pemenntah dan Negara
Pemenuhan Hak Anak o adalah segala keglatan untuk _,
e menjamm dan mehndungl Anak serta hak-haknya agar dapat
o _hldup,, tumbuh berkembang dan berpart1s1paS1, E secara‘*‘f'
o opnmal sesua1 dengan harkat dan martabat kemanus1aan"'j_fi:
L }':v‘»,'."serta B mendapat perlmdungan dan Kekerasan dan
'v‘dlsknmmam SR o '. e L 3
Keluarga adalah umt terkecﬂ dalam Masyarakat yang terdlrl
 dari suam1 istri, suamx istri dan Anak atau ayah dan Anak e
. ',:’atau 1bu dan Anak atau Kcluarga sedarah dala.m garls lurus Sl
v_ ke atas atau ke bawah sampm dengan dera]at ket1ga C |
9. C Orang ’I‘ua adalah a}'ah dan/ atau 1bu kandung atau ayah

 dan / atau 1\)u tiri atau ayah dan /atau 1bu angkat atau chsebut:
) Orang ’I‘ua asuh o8 | -



- 10.

.o

Wah adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya

.menjalankan kekuasaan asuh sebagal Orang Tua terhadap

‘e Anak

11.

12.

14

Anak Terlantar adalah Anak yang txdak' 'terbéfiuhi ,
kcbutuhannya secara wajar baik ﬁ31k mental, spiritual S
maupunsosml R ' o o

Anak Jalanan adalah Anak yang kchldupannya tidak teratur

dengan menghablskan sebagian bcsar waktunya di - luar

, " rumah untuk mencan uang di Jalanan atau di tempat umum
13,

Anak Penyandang stablhtas adalah Anak yang mengalam1

hambatan fisik dan/atau mental sehmgga mengganggu

pertumbuhan dan perkernbangannya secara wajar

Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya dlsmgkat - .
| ABH adalah Anak yang telah mencapai usia 12 (dua bclas) I
tahun tetapl belum mencapm usia 18 (delapan belas) tahun v,

' dan belum menikah yang dlduga dlsangka dldakwa, atau

dl_]atuhl pldana karena melakukan tindak pldana atau yang

- menjadl korban tmdak pldana atau yang melihat dan/ atau,

16,

_ 'mendengar sendm texjadmya suatu tmdak pldana v
15.

Masyarakat adalah’ perseorangan, Keluarga, kelompok dan

organisasi 3031a1 dan/ atau orgamsasx kemasyarakatan

Kekerasan adalah scnap perbuatan yang mengaklbatkan

kesengsaraan atau penderltaan ba1k tisik, mcntal seksual'v

' dan ekonom1 )

- 17.

-8

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendlchkan yang .
enyelcnggarakan pendldxkan pada Jalur formal nonformal S

dan mformal pada setlap jenjang dan j jenis pcndldlkan
Perdagangan } Orang ‘adalah tmda.kan perekrutan

Pengangkutan penampungan penglnman’ permn d ahan e

penenmaan seseorang dengan ancaman - Kekerasan,
penggunaan Kekerasan, pencuhkan, penyekapan pemalsuan,
pempuan, penyalahgunaan kekuasaan ‘atau posisi rentan

penjeratan utang atau mcmbcn bayaran atau manfaat

sehmgga memperolch persetujuan dari orang yang memegang o

kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di
dalam negara maupun antar negara, untuk tu_]uan eksploxtam
atau mengaklbatkan orang tereksploxtas1 ’



19. Kabupaten Layak Anak' yang selanjumya dlsmgkat KLA

- 20.

21,

adalah sistem pembangunan satu wﬂayah admxmstrasx yang-"' e

mengmtegramkan kormtmen dan sumber daya pemermtah _

Masyarakat dan duma usaha ‘yang terencana secara“":“

}rnenyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan keglatan |

Pemenuhan Hak Anak. :
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembagai
koordxnatxf yang d],bentuk berdasarkan Keputusan Bupatl
yang mem111k1 wewenang mengkoordmasﬂ(an kcbljakan :
program dan kegxatan untuk mewujudkan Kabupatcn Layak S
Narkoba P31kotrop1ka dar; Zat Adlktlf Iamnya yang sclanJutnya' .
dxsmgkat NAPZA adalah semua zat klmlan yang Jlka.
dimasukkan ke dalam tubuh manusm ba1k secara oral

(dxmmum dihisap, dlhll'up dan dlsedot) maupun dlsuntlk

dapat mempengaruhl kejlwaan/ psxkologls dan kesehatan“g P

- seseorang,  serta menimbulkan ~ kecanduan ;' atau

23,

: '24.

. ketergantungan : Cen
22. Human Immunodefeaency Vzrus yang selanjutnya dxsmgkat S
.HIV adalah virus yang rnerusak sxstem kekebalan tubuh,'. It

manusxa

Aoqutres Immuno Defeczency Syndrome yang selanjutnya
dlsmgkat AIDS adalah kumpulan gejala penyaklt yang»"

disebabkan oleh HIV. e . i
Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dlsmgkat'
LSM adalah sebuah orgamsam yang didirikan oleh perorangan} ’

ataupun, sekelompok orang yang secara sukarela yang

' _memberikan pelayanan kepada Masyarakat umum  tanpa

- 25.

bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Organisasi Sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk

oleh Masyarakat ‘baik yang berbadan hukum maupun yang -
txdak berbadan hukum, yang berfungs1 sebagai sarana

part131pasx Masyarakat dalam pembangunan bangsa dan.

negara '



- 26.

' bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan Anak dalamf-‘, -
upaya pemenuhan informasi dan ‘kebutuhan di bxdang SR

oo

28,

- 29.

_ 30,

31

32

Pusat :Pelayanan Terpadu Pembérdéyaan Pereinpuan dan
,Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu  :’

pend1d1kan, kcschatan ekonomi, polmk, hukum, pemenuhan L

dan penanggulangan ‘tindak Kekerasan serta perdagangan. _
terhadap perempuan dan Anak |

Pendidikan Anak U§1a Dml yang selanjutnya d1smgkat PAUD .

adalah j jenjang pendxdlkan sebelum jenjang pendldlkan dasar e
Rumah Aman adalah tempat tmggal sementara yang' .

dlgunakan untuk membcnkan pcrlmdungan terhadap korban v‘ .

sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA
adalah - salah satu bcntuk PAUD pada Jalur pendxdlkan'_" -
nonformal yang menyelenggarakan program pend1d1kan:

sekahgus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap 2
Anak se]ak lahir sampai dengan usia enam tahun.

Forum Anak adalah orgamsam yang mewadahi aspxram Anak N

_dan/atau kelompok Anak. . |
. Kelompok Bermain adalah satuan pendldlkan Anak usia dlmi

pada Jalur pendldlkan non formal yang menyelenggarakan L
pendldlkan bagi Anak us1a di bawah lima tahun.. R }
Rumah Perhndungan Anak yang selanjutnya dxsmgkat RPA-_' 7

adalah Tempat pelayanan perlindungan awal seseorang dan

~atau kelompok yang menjadi korban tindak; Kekcrasan,i.

. 33.

‘konflik sosial dan sebagmnya ‘ _ . B
Panti Sosial Asuhan Anak yang sclanjutnya dlsmgkat PSAA..’;‘ -

adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang |
mempunyau tanggung Jawab untuk mcmbcnkan pelayanan’

' kesejahteraan sosial pada Anak Terlantar

- 34,

’I‘cnaga Kerja Indonesia yang sclanjutnya dlsmgkat TKI adalah ' B ‘
sebutan bag1 warga negara Indoncsxa yang beker_;a di luar B

negeri.



‘ BAB 1I | |
~ ASAS, TUJUAN DAN HAK ANAK

o, © Pasal2 '
. 'Penyelénggmaan'?emeriuhéﬁ Hak Anak berasaskan:
. a mon diskriminasi; » B
b, kepentmgan terbalk bagx Anak : o
c. penghormatan terhadap hak hxdup, tumbu}h}’ kefnba;ig,
| e perlindungan; dan . : B
“ ) o d. penghargaan terhadap pcndapat Anak

v-o'
«® e

PasaI 3 ;

(1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bertujuan untuk-, )

menjamin terpenuhmya hak-Hak Anak ‘agar dapat hldup,"“-’» S

tumbuh berkembang dan berpartls1pas1 secara opt1mal sesua1
dengan harkat dan martabat kemanusnaan serta mendapat'
' perhndungan dari - Kekerasan dan dlskrlmmam, demxf |

'terwujudnya Anak Indone31a yang berkualitas, berakhlak

‘ undangan

2) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak—Hak Anak dltujukan pada |
a.'”‘Anak dalam kandungan o w
b. Anak usia dini;
c. Anak usia sekolah; v
d.. Anak Terlantar, termasuk Anak Jalanan

Anak yang memerlukan perlindungan khusus;

o

lne}

| Pemenuhan Hak Anak bag1 Anak korban perdagangan‘ .

dan pencuhkan, “ - . _ |

g Pemenuhan Hak Anak bagi Anak korban Kekerasan

.h‘.‘ | Pemenuhan Hak Anak bag1 Anak d1 ternpat permamanj,
 Anak; ’ .

1. Pemenuhan Hak Anak bag1 ‘Anak yang berhadapan
: ;dengan hukum | o o - o

j Pemenuhan Hak Anak bag1 Anak tereksplmtam ekonomx,
. dan seks;

. k Pemenuhan Hak Anak bag1 Anak komumtas terpencﬂ

mulia dan sejahtera sesua1 dengan peraturan perundang-, o s



dan tensohr, . o . |
.. Pemenuhan Hak Anak bagx Anak yang dltmggal

: orangtuanya sebaga1 Tenaga Ker]a Indonesxa (TKI) yang |
4, }bekexja di luar negeri. : :

-m. Pemenuhan Hak Anak bag1 Anak korban NAPZA
n. Pernenuhan Hak Anak bag1 Anak pendenta HIV dan |
CAIDS; - | | e
0. ‘Pcmenuhan Hal; Anak bag1 Anak berkebutuhan khUSUS
p. Pemenuhan Hak Anak bag1 korban perlakuan salah

& ,fPemcnuhan Hal Anak baglv Anak  yang mermllkl e

v - kecerdasan dan prestasi tmggl, .
| T, v'pemenuhan keselamatan Anak d1 lmgkungan sekolah
: - BABIII
PENYELENGGARAAN HAK ANAK -
Baglan Kesatu

Umum
Pasal 4 o
'Seuap Anak berhak mendapatkan

a. akta kelahlran
pelayanan kesehatan; .

pendidikan;

. pelayanan dalam kesejahteraan sosml

perlindungan dari perlakuan salah; _ |
sarana prasarana bermain, bérolahraga, seni budaya; dah

. akses part151pasn dan berkumpul serta bergabung

m om0 oo o

dalam Forum Anak

Baglan Kedua _
Pcncatatan Kelahn'an

Pasal5
(1) Pemermthh Daerah berkewaijan menyelenggarakan

| pcncatatan kelahiran Anak dengan penerbltan akta kelahiran

. secara gratis.



5 }(2) Pembe:nan akta kelahlran ' yang dxsebabkan ‘}:karena

pengangkatan Anak ., ’dlkcnakan blaya sesua1 peraturan‘

pemndang undangan R AT

(3) Pcmbenan 1dent1tas Anak dxlaksanakan scsua1 kemampua_n
keuangan dacrah T el :

LR Bag1an Ketlga

.»'}"::vff(l) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak d1 bldang kesehatan
B Pemenntah Daerah wa_ub menyed1akan fasﬂltas dan'
) = ,:menyclenggarakan layanan kesehatan yang komprehensﬂ bagx
Anak agar setlap Anak memperoleh derajat kesehatan yang
S ._’optlmal sejak dalam kandungan yang dllakukan bertahap
dlsesualkan dengan kemampuan keuangan daerah serta
. 'jf_}”.v:};dtdukung oleh peran serta Masyarakat S
‘ Layanan kesehatan yang komprehensﬂ" sebagalmana
’-f,j dxmaksud pada ayat (1) mchputl IEER
a upaya pelayanan kesehatan komprehensﬂ'
b pembebasan dan beban blaya bag1 Anak g121 buruk v'Anak
. ’c"-:.;:;iyang men_]alam cuc1 darah karena gagal gmjal Anak
.bfv“,»”bjipendenta thalassemza mayor, Anak Pcnyandang"":'.:
" f{D1sab1htas, Anak berkebutuhan khusus, Anak Jalanan,:ff-f"
}fAnak yang tennfek31 HIV/ AIDS pekexja Anak Anak
o o korban pcnyalahgunaan Narkotlka, AIcohol Ps1kotrop1ka
: dan Zat Adlktlf Lamnya (NAPZA), Anak yang men_]adlb"b»_"
korban Kekerasan,} seper'a penelantaran tereksploxtasy.;
D o secara ekonomi, seksual dan korban Perdagangan Orang‘ |
RS "‘_(3) Anak yang txdak masuk kategon sebagalmana dlmaksudf- .
; pada ayat (2) pcmb1ayaannya dxatur scsuaJ program',

| pemblayaan kcsehatan yang d1tetapkan pemcnntah :




Pasal 7
Pémerintah Daerah, Masyarakat, 'Kéluarga’dan' orax’ig' Tua'wéjib

mengusahakan agar Anak yang lahir terhmdar darx penyak1t

= yang mengancam kelangsungan hldup dan/atau memmbulkan

B .'kecacatan

Baglan Keempat
Pcndldlkan

 Pasal '8,

.
.
T

BRE A (1) Pcnyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak d1b1dang pend1d1kan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ Pemermtahf

Daerah menjamm terselenggaranya program wa_;xb bela_lar 12

(dua belas) tahun untuk semua Anak

(2) Setlap penyelenggara Satuan Pendldlkan waij membenkan

kesempatan kepada ‘Anak untuk mempcroleh layananv o

pend1d1kan tanpa diskriminasi. .
(3) Setiap Satuan Pendldlkan waij mengembangkan Sekolah _

Ramah Anak
- Pasal9
Setiap penyelenggara Satuén Peﬁdidikan d"ilarang mengeluarkan
- Anak dari lembaga pendldlkan kccuah ada Jamman terhadap
: keberlangsunga.n pendldlkan Anak -

~ Setiap™ penyelenggara Satuan Pcndldlkan Wa_]lb berkoordmam

“dengan instansi terkait perlmdungan Anak apablla mendapan‘ R

Anak putus sekolah karena menjadl korban nndak Kekerasan



Pasal 11

Anak Penyandang Dlsablhtas dan Anak berkebutuhan khusﬁs ., |
vdlbehkan kesempatan yang sama . untuk mempcroleh layanan
_pendxdxkan formal nonformal dan mformaL termasuk pendldlkan N
‘Juar biasa dan 1nklu31
’ " ‘Pasal >12 - |

Pendidikan Anak Usm Dxm bagi Anak usia 0 (nol) sampax,_

' ,vdengan 3 (t1ga) tahun dan 4 (cmpat) sampai dengan 6 (enam)j :

“tahun dapat dxselenggarakan oleh lembaga Posyandu, Ta.man P

o Posyandu, Pos Pendidikan Anak sta Dini dan Iembaga Satuan
. Pendidikan Anak Usia Dnu se]ems '

Pasal 13

.
-

-~ Bagi Anak yang berusia'paling sedik_it"?v (tujuh) tahun dan"’belu'rn?v.‘:}. ';
‘berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum menyeleéaikén S
pcnd1d1kan formalnya, dapat menernpuh pendldlkan melalm'
Satuan Pendldlkan nonformal mehputl . | o R
a. Kelornpok Belajar’ ‘Paket A atau setara Sekolah Dasar

(SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), o »
b Kelompok Belajar Paket B atau setara Sekolah Menengah "

Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); B
c. Kelompok Belajar Paket C atau setara Sekolah Menengah Atas ‘

(SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah ,j:iv S

 Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

Bagian Kelima
~ Kesejahteraan Sosial -

Pasal 14 -

1(1) Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak | dibida;ng_- |

kesejahteraan sosxal sebagalmana dimaksud dalam ‘Pasal 4

huruf d, Pemerintah Daerah _wajlb menyelenggarakan
kesejaht‘eraan sosial bag1

a. Anak yang berhadapan dengan huku’m; o



o b “'Anak korban Kekerasan yang tereksploxtasx secara'}f’.ﬁj‘:.,-.,f
.. ._I';:.v,'v':;ckonoml dan seksual Anak Terlantar, Anak korban{,.:
pencuhkan dan Anak korban Perdagangan Orang, . ‘
: : }Anak korban penyalahgunaan Narkonka, - Alkohol
o ke V,VP31kotrop1ka dan Zat Adlktlf Lamnya (NAPZA),
© ' d Anak terinfeksi HIV/AIDS ” Sy e
" = e y Anak yang tldak mempunyeu Orang 'I‘ua dan dlasuh oleh

:plhak atau Keluarga yang tldak mampu B E

- .“..Anak _]alanan L

f . . . _
L g.”__Anak korban bcncana alam atau bencana Sosml
h R

h .'vblAnak Penyandang Dlsablhtas R
,_: i »Anak Keluarga buruh mlgran, >}3 S e S
o _} Anak yang hldup d1 dalam atau d1 sek1tan lokasr*’

:~,prost1tu31 dan _' N |
v » k Anak korban perlak'uan salah lalnnya R R
(2) Kesejahteraan 3031a1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
o dapat berupa penyedlaan Iayanan R
. :‘kesehatan e -

{pendldxkan L AT

.fpendampmgan S ERTIT _
‘ blmbmgan 8081al mental dan spmtua]
-\rehablhtam sosml C '

-'}Pemberdayaan, . T T

:.:'v'.* zm'-ﬂ o o. ¥l c‘ ";o’i

. bantuan 3031a1 dan/atau

-

‘ ‘re1ntegra31 e e T e
R -Vfi-fz_’Pasél' 15 -

- ‘i (1) Pemenntah Dacrah Wa_]lb mehndungl pemcnuhan hak pekcxjai |
S - "',‘Anak pada sektor mformal e e el

R _‘(,21 ?'Pekeqa Anak pada sektor 1nformal sebagmmana dtmaksud: :
B vlv”b'pada ayat (l) mehputl ' SR FAI S

a : peker]a rumah tangga, St EUTE T T
b ’penyermr sepatu
el pedagang asongan
L

:‘tukang parklr,




Anak yang bekeqa di bldang pertaman peternakan dan -
»perkebunan - ,

g Anak yang beke'xj'a;: di bidang perMbangan; dan ,
h pckgrjaan)":s'ektor informal lainnya yang mempé‘kczjakan

-

(3) Setxap orang yang mempekexjakan Anak pada sektor mformal ‘; .

wajib memperhatikan persyaratan

a. usia mmlmal 15 mea bclas) tahun;

b. mendapat persetujuan tertuhs dan orangtua/Wah pckcrjal_fvszﬁt;{ :

Anak ;

c. memiliki perjan_]xan kerja tertulls antara ma_]lkan dengan

Orang Tua/Wah pekexja Anak dan mendapat pengesahan: f

| dari 1nstan81 yang berwenang, _
d. tidak dipekerjakan pada malam hari;
waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari;

”
>

f. tidak dlpekerjakan pada ternpat atau Imgkungan yanggv: N |

,"dapat mengganggu proses tumbuh kembang Anak , baik

fisik, menta] moral dan intelektual maupun. kesehatan

R 'Anak

g memberi kesempatan untuk mendapat pcndxdlkan sesuai

" dengan.bakat dan mmatnya |
h. mempekeljakan untuk jenis peker]aan yang ringan; dan

i memberikan _kesempatan libur satu hari dalam séminggu.

= pasaj 6

| Peménuhaﬁ; Hak Anak sebagaiﬁxana'difnaksﬁd dalam Pasal 15,

berupa ,

o a.

penyuluhan kepada para pemangku kepentmgan tentang hak-
Hak Anak;

bantuan layanan psu(ologl, medls dan hukurn, dan rcmtegrasx -} o

sosnal ckonom1

}memberdayakan Keluarga melalui pemberiati“ pelatihan,

- stimulant modal usaha dan pendampmgan,

bea31swa untuk melanjutkan Pendldlkan formal ke _]enjang‘
yang lcbh"l tinggi; dan .

Pendidikan non formal dan pelatlhan ketrampllan bag1 yang-
tidak menempuh Pcndldlkan formal



BAB v

MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMENUHAN HAK ANAK

e - Pasal 17

-

(1) Perumusan kebgakan perencanaan program dan anggaran'”
dllaksanakan dengan mekamsrne

. a.
b.

(2)

pemetaan, pengu.mpulan, pengolahan dan penyajxan data
koordinasi dan smkromsasx pereng:anaan program dengan,
Perangkat Daerah terka1t I - :
penyusunan program dan kegratan yang dldukung'
penganggaran dan.. S :

pcnetapan program dan keglatan dalam dokumen. |
perencanaan. ' ‘

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak f

| dllaksanakan dcngan mekamsme

. 'a.

©

serta Iayanan;“ diatur lebih lanjut dalam standar’pelayahan R

@)

pclaksanaan program dan keglatan yang tertuang dalam |

dokurnen pengganggaran Pcrangkat Daerah

. koordmam dan sinkronisasi pelaksanaan program dani

keglatan dengan Perangkat Daerah terkaJt

QOtormg, evaluas1 dan pelaporan ‘atas kebljakan ’,

prdgram dan kegiatan Pcnyelenggaraan Pemenuhan Hak

Mekanisme pényusunan kébijakan; prégrarn dan kegiatan

minimum dan standar prosedur operasional. -

Perumusan kebgakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan' . |

Pemenuhan Hak Anak dikoordinasikan oleh - Perangkat

Daerah yang membxdangl Perencanaan Pembangunan Daerah



@

~ BABV
UPAYA PERLINDUNGAN
| Bagian Kesatu
Ay ‘Anak dalam Kandungan |

Pasal 18 o

(1) Pemermtah Daerah,.LSM dan Orgamsas1 Sosxal Masyarakat Cl

dan Keluarga berkewapban memberi, pemenuhan Hak Anak

dalam kandungan sesuax dengan peraturan pcrundang- ) o
undangan P - ; |
Pernenuhan hak bag1 Anak dalam kandungan sebagannana .

dimaksud pada ayat (1) meliputi: -

.
(8

‘a. pencegahan dari upaya abor51,

b. pemehharaan kesehatan kandungan.

Bagian Kedua
Anak Usia Dini

o ‘Pasal 19‘“»'

Pemcrintah Daerah‘ LSM dan OrganiSasi' Sosial Masyarakat |
" dan Keluarga berkewapban memben hak-hak terhadap Anak

usia dini sesuai dengan peraturan perundang—undangan
Pemenuhan hak-Hak Anak bagi Anak usia d1m sebagaurnana o
dimaksud pada ayat (1) rnehputl _‘ 5 - o

a mendapat perhatlan dan kasih sayang,

. mendapat pelayanan kesehatan secara komprehenmf

b
e bagi setiap Ibu Wajlb memberikan ASI eksklusif;
d

. pemerlntah swasta dan Masyarakat menyedlakan fasﬂltas_'{
untuk pembenan -ASI di tempat-tempat umum; '
€. pembenan makanan bergizi dan imunisasi dasar yang

lengkap,

- stimulasi, deteks1 dm1, intervensi dini tumbuh kembang -

Anak , program PAUD;
‘ o



g. }_penyedlaan tempat bermam dan pemtxpan Anak
h. program Anak asuh; _ ' , S
i perhndungan Anak usia dxm yang orangtuanya atau |
* Keluarganya tidak dapat mengasuh . |
j: pemberian akte kelahlran Anak secaré gratls dan :
k. pemberian kartu 1dent1tas Anak . = :
(3) Pemenuhan Hak - Anak bagi Anak  usia dini dapat‘
| dllaksanakan melalm metode Taman Penitlpan Anak (TPA)
~ dan Kelompok Bermam ,. o -
_(4) TPA dan/ atau Kelompok Bermam sebagalmana dlmaksud }}
pada ayat (3) harus memenuhi persayaratan sebaga1 bcnkut
a. Telah mendapat rekomenda31 ‘dari Perangkat Daerah |
Kabupaten atau berstatus tcrdaftar ' . .

b Memxhkl Sumber Daya Manusia dan sumber dana yang‘

memadm untuk mengelola TPA dan/ atau Kclompok':

Bermam dan v o o
c. Mermhk1 sarana dan prasarana scsuax dengan Pedoman

: Pelayanan d1 TPA dan / atau Kelompok Bermam

 Pasal20

Bentuk penyelenggaraan pemenuhan hak bagi Anak usia dini

mencakup pengasﬁhan dan perawatan, Pendidikan, ::bin.‘xbingan'

- agama, bimbingan- psikombtorik bimbihgan belajar, kepribadi'an',‘ L

kreatxﬁtas/ daya cipta, rekrea31 blmbmgan bcrmam kelompok: o

| dan pelayanan kesehatan

Bagian Ketiga
- Anak Usia Sekolah

Pasal 21

: (1) Pernenntah Daerah LSM dan Orgamsasx Sosxal Masyarakat 3
dan Keluarga berkewapban membenkan Hak Anak bagi Anak

usxa sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

v



At

- '('2) Pemenuhan Hak Anak bag1 Anak u31a sekolah sebagalmana
o dlmaksud pada ayat (1) mehputx SR
R ;va mendapat perhatlan dan ka81h sayang dan Keluarga
e b rnendapat blmbmgan agama --Lf T
c : mendapat pelayanan kesehatan secara komprchcn31f -
o d ‘, mendapat Pendldlkan wa_]lb bela_]ar 12 (dua beias} tahun
o dan dapat menyelesmkan sekolah tmgkat atas i yang

dldukung oleh llngkungan yang ramah dan kondusﬁ"
S e program beamswa bag1 yang berprestasx dan tldak rharnpu
f program Anak asuh dan blmbmgan konselmg,

g penyedxaan tempat b,ermam dan berolah raga yang
memadm - SR

h i hak mcndapatkan penngatan mengeluarkan Anak karcna
._ff_:"f,fmelanggar dlSlphn sekolah d1dahulu1 oleh plhak sekolah
i.gv;“,vjdcngan terleblh dahulu mengkomumkasxkan kepada p1hakv
©  Orang Tua melalux {tlga) kall - perlngatan dan

;‘v_:;‘penyampalan tertuhs dengan cara bertahap, hmgga upaya
"-f,_:pelaksanaan pembenan sank81 bertujuan mendldlk

- :_;.'-::‘."»'vkecuall melanggar dehk pldana dengan kckuatan hokum

‘yang tetap (mkracht) dengan pldana d1 atas 5 tahun
1 “hak mendapatkan rekomendas1 untuk melanjutkan}pada
, E .>SCkolah yang lam yang sedcrajat atas Jamman sckolah yang
e v'.}mengcluarkan kecuah bag1 Anak yang mendapatkan
.;? 'v hukuman kurungan sampa1 habls masa sekolahnya dan
. i-':; _] hak mendapatkan pemahaman tentang kesehatan
f‘}"'_f'-.reprodukm dan Orang Tua sekolah tokoh Masyarakat
-vdan pemuka agama untuk terhmdar dan keJahatan dan

R : cherasan seksual

'(s')*s“eﬁapi orang dan/ atauplhakmanapunwaij : mehndun
' Anak us1a sekolah dan tmdakan Kekerasan dan dlsknmmam

% dx lmgkungan Keluarga, sekolah dan Masyarakat




Bag1an Keempat
Anak Terlantar

R Pas a122 e

;-},;,5»5(1) Pernermtah Daerah LSM dan Orgamsas1 Sosml Masyarakat”
- : dan Keluarga berkewajlban memben perlmdungan tcrhadap',‘
. _'Anak Tcrlantar sesual peraturan perundang-undangan |
o (‘2)‘ "Pemenuhan Hak Anak bag1 Anak Terlantar yang Orang»
' v_"_’I‘uanya txdak mcmpunya_l kcmampuan dan kemauan
ey lﬁ-'memehhara Anak dllaksanakan melalm . |
. a pelayanan Pantl dan. . |
o 'b pelayanan Non Pant1 - ‘ )
(3 Bentuk pelayanan Pant1 sebagmmana dlmaksud pada ayat (2),
o ) ",huruf a dllaksanakan oleh Rumah Perhndungan Anak - (RPA)
f"'_-i.‘dan Pantl Sosial Asuhan Anak (PSAA) ba1k mlhk Pemermtah:;*:"

- . "}-v‘Daerah maupun Masyarakat | R e
; 4) Bentuk pelayanan Non Panu sebagalmana dlrnaksud pada;
-‘;ayat (2) huruf b dllaksanakan dalam lmgkungan Keluarga‘
atau Masyarakat yang tldak berbentuk Iembaga B EELTRERE S
| ;,‘RPA dan PSAA milik Masyarakat sebagaumana dlmaksud pada'j-_:"
, 'j"ayat (3) harus memenum persayaratan sebagax benkut R
-a. mendapat rekomcndasal dan Perangkat Daerah .
'b. memlhk Sumber Daya Manus1a dan sumber dana yang} :
, memadax untuk mengelola RPA dan PSAA dan’
| c mem111k1 sarana dan prasarana yang telah d1tentukan'f;fv-
» dalam Pcdoman Pelayanan RPA dan PSAA 57

Baglan Kehma

Anak Korban Perdagangan, Pencuhkan dan Penjualan

.(1) Pemermtah Daerah LSM dan Orgamsas1 Somal Masyarakat :
v"dan Keluarga berkewajlban memben perlmdungan terhadap
o ‘Anak korban perdagangan, pencuhkan dan penjualan sesua1‘ -

o : | peraturan perundang—undangan




U omebdeg

(2) Setxap Anak korban perdagangan, pencuhkan dan penjualan‘:

berhak memperoleh perawatan dan rehabxhtam ba1k ﬁsﬂ{ g
| *psﬂﬂs, maupun sosml R A RN ,_'.:, L
(3) Perhndungan bag1 Anak korban perdagangan, penculﬂ{an::f
dan penJualan dllaksanakan me}a_lm Rumah Perhndungan‘f-:i: :
: Somal Anak (RPSA) dan/ atau Lembaga perllndungan Anakf:
| ':»:'Iamnya a melalul rujukan dan pemermtah maupun
E _Masyarakat Lo

| (4) Bentuk perlmdungan sosxal mencakup pelayanan sosxal dasar, :
Ve '\layanan blrnbmgan soswl dan ketrampllan layanan

. kesehatan, manajemen kasus, ‘ terap1 sesuau kebutuhan

l.:_A‘Iayanan konsehng,: bantuan hukum keglatan qckreauf .

e edukatlf rujukan kepada layanan lamnya sesum kebumhan

o R Bag1an Keenam B =
Anak Korban deak Kekerasan Fxmk Mental dan Seksual B

| Pasal24 D

L -(l), Pemenntah Daerah LSM dan Orgamsasx Sosml Masyarakat,iv.-i":5" "‘
” vdan Keluarga wa_ub melmdungl Anak korban Kekerasan ﬁsxk ;"  ‘
| " mental, dan seksua] S 'f‘f
. (2) “-Setxap Anak berhak mendapatkan mformasa dan pemahaman :
! : tentang kesehatan reproduk31 sesua1 dengan perkembangan
_"‘"-vzbﬁ31k mcntal da_n Sos1a1 Anak ORI .' e
:,v (3) Pembeﬂ an mformaSl dan | pemahaman ditu_]ukan untuk¢
SR menmgkatkan kcmampuan Anak terhadap ancaman
Kekerasan ﬁsxk mental dan seksua] B
(4) Informa31 dan pemahaman sebaga_tmana dunaksud pada ayat:
(2) dan ayat (3) dllakukan oleh Orang ’I‘ua guru pemuka,j
} o agama dan lembaga yang memlhlu kapas1tas untuk 1tu
(5) : Perlmdungan bagl Anak korban tmclak Kekerasan dllakukann
‘v secara terpadu oleh Pemenntah Daerah Kepohman,;

Masyarakat LSM dan Organ15a31 SOSlal yang leJUdkan -
L jf» dalam s&atu wadah Yang dltetapkan °leh Bupatl |




K

" Pasal 25

(1) Sctlap Anak korban tmdak Kekerasan memperoleh pelayananv
rehablhtam baik fisik, ps:k1$ maupun sosral yang
dlselenggarakan oleh lembégaflembaga yang mermllkl '

- kapasitas untuk itu. B o . S

(2) Bentuk pcmenuhan Hak Anak korbari tmdak Kekerasan ya1tu .

pelayanan - sosial dasar, Pendldlkan b1mbmgan agama,
pelayanan kesehatan, konselmg psikolog, bantuan hukum L
keglatan rekreatxf edukat:f dan pemberdayaan Orang 'I‘ua
Anak Korban Tindak Kekerasan ‘ ‘

Bagxan Ketu_]uh ‘
Anak dalam Sltuam Darurat

- Pasal 26_:

(1) Pemermtah Daerah, LSM dan Orgamsasx Sosial, Masyarakat "

dan Keluarga wajib melmdung1 Anak dalam 31tua31 darurat

(2) Pelayanan bagi Anak sebagannana dimaksud pada ayat (1)

* yaitu bcrupa pcmenuhan kebutuhan dasar yang- tcrdm atas'

pelayanan sosxal dasar, Pendidikan, bunbmgan agama, =

pclayanan kesehatan konsehng p31kolog, bantuan hukum,
keglatan rek.reanf dan cdukatlf o

 Pasal 27

(1) Penyedla layanan hlburan dan fasﬂltas bennam Anak
berkewajlban untuk memberikan perhndungan terhadap Anak
baxk secara ﬁs1k mental dan sosial. _

(2) Penyedna layanan hiburan dan fasilitas bermain Anak harus |
dapat menjamm ‘keamanan, kenyamanan, menjaga ﬁsﬂc

~mental - sosial dan mcmperhatxkan kebutuhan terbaik bagl
Anak . ’

(3) Pcnycdla layanan hiburan dan fasnhtas bermam Anak harus B

mempekc‘]akan tenaga. . terlatlh yang mengctahul tentang
kcbutuhan dan kcamanan Anak dalam bermam dengan

mcmentmgkan keselamatan Anak dari kepentxngan yang lain.




~ (4) Tenaga terlatih ”sebagaimaria' dimakéiid padé ayat  (‘3)'

_dibuktikan dengan sertifikat telah menglkutx Pendidikan yang |

dlsclenggarakan tenaga/ Lembaga yang aman dan nyaman

<
K

Baglan Kedelapan < L
Anak yang Berhadapan dengan Hukum :

o . Pasal 28

( 1) Pemermtah Daerah LSM dan Orgamsasz Sosml Masyarakat

B @

’ a. ;-,perlakUan atas Anak secara manusiawi sesuai dengan L
' martabat dan hak-hak Anak ;

dan Keluarga berkewapban dan bcrtanggung Jawab- f
membcnkan perhndungan khusus kepada 'Anak yang‘.

berhadapan dengan hukum sesua1 dengan ’ peraturan
perundang-undangan ‘

Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan_

hukum sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dnlaksanakan L
mclalul : :

b. 'penyedlaan pctugas pendampmg khusus Anak SCJ&k chm, |

c. penyedlaan sarana dan prasarana khusus, | .

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentmgan yang
terbaik bagi Anak ’ )

e. '.’pemantauan dan” pencatatan terus menerus terhadap

perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum,
f. pemberian Jamman untuk rnempcrtahankan hubungan'
| ”dengan Orang Tua atau Keluarga; o o f |
g. Eperlmdungan dari pemberitaan xdermtas melalu1 medla

o v:»massa dan untuk menghmdan labehsam, S

h. mengupayakan penanganan ABH dengan mengutamakan

" pola restoratif juistis; dan

- i, frestoranf jusus dapat berbentuk pengembahan ABH

~ kepada Orang Tua atau Wali atau ‘bentuk  lain dengan

tetap - dlbcnkan 'sankm ‘namun  edukatif - vd_an L

mcm{)erhaukan kcpcntmgan terba1k Anak.




: pemasyarakatan

- | v“v,i_upaya rehab111tas1 ba1k dalam lcrnbaga maupun d1 lu'
© lembaga; . T

fupaya perlmdurh%an dan pemberxtaan 1dent1tas melahn

o medla massa dan untuk menghmdan labehsasr .

d. pembenan Jamman keselamatan bag1 saks1 korban dan/

sak81 ahh, ba1k ﬁ51k mental maupun sosml dan

= [jpembenan aksesﬂ:ntas untuk mendapatkan 1nformasxi

mengenal perkembangan perkara SRR

v Baglan Kesembllan
Anak Korban Eksploxtam

"3."(1) Pemermtah Daerah LSM dan OrgamsasiSosm.l Masyarakat
| dan Keluarga berkewajlban ; dan bcrtanggung jawab
yang

memberlkan perhndungan khusus bagl Anak

dxeksp101ta31 secara ekonorm dan / atau seksual | -

fr:ﬁ(2] Perhndungan' khusus bagl Anak yang:" d1eksp101ta81

sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) dllakukan melalu" 3

'a penyebarluasan dan/ tau sosmhsa51 peraturan»t.:

}*vaperundang-undangan ‘_ yang berka.ltan -i"dengan_;.gr

E i” ‘I.Ivjperlmdungan Anak

b .v‘pemantauan, pelaporan dan pembenan sankm, dan

é.‘jv,pellbatan berbagax mstansx pemenntah perusahaan,

vjserlkat pekeqa, LSM dan Masyarakat dalam penghapusan“’-:*:

: v eksplo:tam terhadap Anak s R
(3) Sehap orang dan / atau plhak manapun dllarang melakukan

EE eksplmtasx ekonom1 dan/ atau seksual: _terhadap _Anak

: sebagalm‘ana dl.rnaksud pada ayat (1) |




- s Baglan Kcsepuluh U
o Anak dan Kelompok Mmorxtas dan Tensohr dan Anak yang
. Dltmggalkan Orang ’I‘ua Sebagau TKI

- Piasalv 30 B

o (1) Perhndungan khusus bag1 Anak dan kelompok mmontas dan
- . 'tensohr dan Anak yang dxtmggalkan Orang ’I‘ua sebaga1 'I‘KI |
Rt dllakukan melalm penyedxaan sarana dan prasarana untuk‘
mendapatkan pelayanan kesehatan pend1d1kan, soswlE
| f.‘v_vv:;_memkmau budayanya sendm mengaku1 dan’ melaksanakan:
o -]:fajaran agamanya sendm dan mcnggunakan bahasanya
. sendln PN AT e e
~ (2) Setiap orang dan/atau plhak manapun dllarang menghalang—.;; B
v, : halangl Anak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) untuk
: j'rnemkmatx budayanya sendln, vmcngakul dan melaksanakan'ff i |
ajaran agarnanya dan menggunakan bahasanya sendm tanpa

o | : f . mengaba.xkan akses pembangunan Masyarakat dan budaya

S Baglan Kesebelas | o R
. Anak Korban PenYalahgunaan Narkouka, Alkohol Psxkotropxka,
_ - dan Zat Adlktlf Lamnya (NAPZA) Ly

- _g-.;»,jpasalslgi

'.."},“(1) Perhndungan khusus bag1 Anak yang men_]adl korban
' o penyalahgunaan NAPZA dan terhbat dalam pemakalan
= _produkm dan d1stnbusmya, dllakukan melalul upaya
f‘.'v"pengawasan pencegahan perawatan dan rehab1htas1 oleh
fPemenntah Daerah dan Masyarakat o " oA
3} (2) Setiap orang dan/atau p1hak manapun chla.rang dcngan
- sengaja menempatkan memb‘arka“’ melibatkan, menyumh
o .."“""mehbatkan Anak dalam penyalahgunaan, PrOduk31 dan
d1str1busx NAPZA sebagannana dlmaksud pada ayat (1)
o 3) Setlap Warga _ ncgara berkewa_]lban melapdrkan atas :
R penyalahgunaan NAPZA yang d11akukan oleh Keluarga/ p1hak‘ o

}lam kepada yang berwapb o

Bagxan Kedua Belas e
Anak yang Mcndenta HIV/ AIDS L

(1) Setxap Anak yang mendcnta I-IIV/AIDS Wajlb mendapatkan
J perlmdungan khusus R T Ta:
(2) Perhndungan khusus bag1 Anak yang mcndenta HIV/AIDS

' 1 I EE 44




, Baglan Keempat BelaS R
. Anak Korban Perlakuan Salah_, IRRIE TR

( 1) Perlmdungan bagl Anak korban perlakuan salah dltujukan :
. kepada Anak yang dmnggalkan Orang ’I‘ua pemblaran Anak‘jf
e oleh Orang ’I‘uanya,‘ dan pernblaran Anak sehmgga Anak
‘V : ndak dapat memkmatl hak—haknya sesuau dengan pcraturan'f-
_perundang-undangan yang berlaku Lo e 1
‘:’::"(}2')"”V‘Perhndungan khusus bagx Anak korban perla_kuan salah
’:‘_"-';v,dllakukan melalu1 pengawasan pencegahan perawatan‘danii
N ;_’ rehablhta31 olch Pemenntah Daerah dan Masyarakat
(3)" f‘f:’Set1ap Orang 'I‘ua, Wall Keluarga dxlarang rnelakukan"
1 pemblaran, penerlantaran terhadap Anak sehmgga Anak
- :;udak dapat mcmperoleh hak-haknya n U

o f!f»’jVPaisél' 35 ’j’?;; 'fi T

i (‘_1) Pemenuhan hak bagl Anak yang mem111k1 kecerdasan t1ngg1
o "':"_,»°v“.,d1tujukan kepada | | o f T :
) a Anak yang mcrmhkl kccerdasan d1 atas rata-rata R
R b Anak yang mem1hk1 presta31 luar bxasa dan o =2
L fvv‘c Anak yang mermhkx prestas1 khusus : S s
(2) > Pemerlntah Daerah Wa_llb membenkan perlakukan khususf_
- .bag1 Anak yang mem111k1 kecerdasan dan presta51 tmgg1 o

e ey BABVI e
KEWAJIBAN DAN 'I‘ANGGUNG JAWAB PEMENUHAN HAK ANAK :’
- R Baglan Kesatu

}",‘Pemenntah Baerah Keluarga dan Orang Tua, berkewajlban dan
B bertanggung Jawab terhadap Penyclenggaraan Pemenuhan Hak “




. v. Baglan Kedua R
Kewajlban dan Tanggung Jawab Pemermtah Daerah

penyusunan kebljakan dan program, .

perumusan pedoman pelaksanaan

penyelenggaraan layanan dan L S T

pengkoordma& kebx_]akan,,program dan layanan -

SR Baglan Ketlga :" | -~
Keluarga dan Orang 'l‘ua SR

a. v[menjaga kesehatan dan mcrawat Anak

| '.1'fmelaporkan setxap kelahlran Anak kepada 1nstan81 yan:’ ,

e 'v'bcrwenang melakukan pencatatan kelahlran

. ,'mengasuh memehhara, »mend1d1k dan mehndungl Anak
d menjamm keberlangsungan pend1d1kan Anak sesuaa »
kemampuan bakat dan mmat Anak tanpa dlsknmmasn, '
e ;v"':mengupayakan txdak texjadx perkamnan pada usxa Anak

 dan

8 menjamm terwu_mdnya generas1 terencana yang sehat danf;

L sejahtera PETON UL N B
) (2) Dalam hal Orang ’I‘ua tldak ada atau tldak dlketahulﬂ :
R keberadaannya atau karena suatu ‘ sebab tldak dapat-f?ff-

i‘;‘;ﬁg,mmelaksanakan kewajlban dan tanggung Jawab scbagaxmanaf \
:"’f}.‘:vﬁdxrnaksud pada ayat (1) dapat berahh kepada KeIuargaf‘;‘,j} g
T i;”terdekat atau lembaga pengasuhan Anak yang dllaksanakan' o

’sesual der}gan ketentuan peraturan perundang-undangan ) B




.“(1) Pemermtah Daerah.wajlb menyedxakan sarana dan prasaranavi
dalam Penyelenggaraan Pemenuhan I—Iak Anak antara Ia.m
rurnah aman, rumah smggah pO_]Ok laktas1 taman bermam
kawasan bebas rokok zona aman sckolah transporta51 yang_;
aman ke dan dan sekolah tempat berekream dan berkream
perpustakaan dan taman bacaan lamnya, sanggar sem dan
budaya sarana - olahraga serta ,, sarana prasarana

pengembangan bakat mmat lamnya

(2) Sarana dan prasarana sebagmmana dlmaksucl pada' ayatai -(1)
B harus mcmenuhx kntena ramah Anak sebagau benkut s
kN ', a menjamm kcselamatan kenyamanan dan kesehatan Anak
b memotwam kreatlﬁtas Anak o ' '
' C. mengandung unsur penchdlkan dan S
d mudah dlakses oleh Anak Penyandang Dlsabﬂltas S
(3) Penycdlaan sarana dan prasarana oleh Pemenntah Daerah;__
sebagaxmana dxmaksud pada ayat {1 ) dan ayat (2)5'
dllaksanakan secara bcrtahap d1scsua1kan

j‘-j.v,‘: kemampuan keuangan Daerah

; dengan’f‘h: :

Bag1an Kedua
Rumah Aman

g 93551 ’40»,

(1) Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bag1 Anak»
PR ;ysebagalrnana dlmaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Pemenntah*;_
Pt -’Daerah wapb menyedlakan Rumah Ama.n atau sebutan'v‘}
o { }j.,".lamnya sebaga.x tempat tmggal sementara yang aman bagx*}l
R '-7:“. Anak yang ndak memlhkx tcmpat tmggal dan/atau terancam

keselamatannya




i

o ‘; --,'(3) Pemblayaan pengelolaan Rumah Aman dlbcbankan pada
o . Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daex-'ah S T
| -,’}-.‘(4) Mekamsme pengelolaan Rumah Aman dlatur dalam Standar' f,‘?

('1)‘ "Dalam hal Orang 'I‘ua Anak t1dak cakap melakukan
-,":»_perbuatan hukurn, atau tldak dlketahm tempat tmggal atau

| memenum persyaratan dapat dltunjuk sebaga1 Wah dan Anak
}fﬂ'ﬂv yang bersangkutan R TR . L

: (2) ,_-Untuk menjadl Wah Anak sebagmmana dlmaksud pada ayat
- »v'(l) dﬁakukan melalm penetapan Pengadﬁan L §
(3) Untuk kepcntmgan Anak Wall Wajlb mengelola harta Imlhk
| '»’,f‘Anak yang bersangkutan R TUR T - N -
‘(4‘)3? ‘Ketentuan mengenax syarat dan tatacara penunjukan Wah

. ya.ng bcrlaku

';,'Y{Wah yang dxtunjuk berdasarkan penetapan Pengadﬂan dapat
) mewalqh Anak untuk melakukan perbuatan hukum, bmk d1
- dalam maupun d1 luar Pengadxlan untuk kepentmgan yang .'

. .».“(2) Rumah Aman atau sebutan lamnya scbagalmana dunaksudg.;;‘?

pada ayat (1) dapat dlkelola oleh P2TP2A dan/atau lembaga:!"
laln yang melakukan layanan pemenuhan Hak Anak

Pelayanan Mlmmum dan Standar Prosedur Operasmnal

BAB VIII
PERWALIAN
A Baglaansatu S T

fkeberadaannya maka seseorang atau badan hukum yang

o dllaksanakan sesua1 dengan peraturan perundang-undangan

o pasal42 ;v e

o k terbalk bagl Anak
N



e

RN
L cakap melakukan Pcrwalxan atau - melakukan perbuaitan
hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebaga1 Wah

,_}

'Dalam haJ Anak belum mendapat penetapan Pen ga dllan
| " ’} rnengena1 Wah, maka harta kekayaan Anak tersebut dapat "v}‘ i
o v‘dlurus oIeh Ba1a1 Harta Pemnggalan atau Lembaga 1a.m yang
o mempunym kewenangan untuk ltu ' : S e
. (2) ‘VBalal Harta Pemnggalan atau Lembaga lam scbagaumana :;
” R demaksud pada ayat (1) ber‘undak sebaga; _Wah pengawas
o untuk mewaklh kepentmgan Anak ,

- (3)

jf ayat (2] harus mendapat penetapan Pengadllan

o ﬂmaka status perwallannya dlcabut dan dltunjuk orang lam
sebagal Wah melalul penetapan Pengadxlan, e
Dalam hal Wah mcmnggal duma dltunjuk orang 1am sebagm

"v.-“'-‘Wah melalu1 penetapan Pcngadllan

Pengangkatan Anak hanya dapat dllakukan |
o kepentmgan yang terbaJk bag1 Anak - dan dllakukan:}'-_:,:.f
berdasarkan adat keblasaan seternpat dan sesua1 denganf"
. peraturan perundang-undangan yang berlaku ET BTN
3Pcngangkatan Anak udak memutuskan hubungan darah
antara Anak yang dxangkat dan Orang 'I‘ua kandungnya .
Pengangkatan Anak oleh warga negara asmg hanya dapat

Pcngurusan harta sebagmmana dunaksud pada ayat (1) dan '

Dalam haI Wah yang ditun_]uk ternyata di kemudlan hari }txdak’"

o o Baglan Kedua
- . Pengangkatan Anak

‘ untuk S

.; dllakukan sebagax upaya terakhxr sesum dengan peraturan"_ ﬁ:,

S perundang-undangan yang berlaku




,berupa R RS S

T d. ‘ bea31swa untuk mclanjutkan pendldlkan formal ke Jenjangi:

e _.,",-»’_"yang leblh tmggx, :dan

o Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak berupa

i Pééai}ts:ﬁ e‘;}};‘

._.;.:}‘1},:}-,"(1)' Orang 'I‘ua angkat Wa_]lb membentahukan kepada Anak
angkatnya mengenal asa,l-usul dan Orang 'I‘ua kandungnYa
: (2) Pembentahuan nama asal—usul dan- Orang 'I‘ua kandung_
dllakukan dengan mempcrhatxkan kes1apan mental Anak L

. '_ T.P. asal 47 e

" '__a‘-' '}_'Penyuluhan kepada para pemangku kepentmgan tentang
b. 2 bantuan layanan psﬂ(ologl, medls dan hukum dan reintegram

R sosnal ekonoml, TR

e pemberdayakan Keluarga melalm pembenan pelatJhan,

snmulan modal usaha dan pendampmgan

N e’.'vf‘ pendldxkan nonformal dan pelauhan ketrampllan bag1 yang:.;
' - ' udak menempuh pendldlkan formal “

- | BAB X B
PERAN SER’I‘A MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

"»*?ﬁpésa14s~;££;;;};:a» b

Masyarakat dan duma usaha dapat berperan serta dalam |
Pemenuhan Hak Anak dan pengawasan penyclcnggaraannya baxk

: secara mdmdu kelompok dan kelembagaan

1;,;;;;?asa149 |

Bentuk peran serta Masyarakat dan duma usaha dalamff} .

B 'a pcnyelenggaraan layanan pendldlkan,

b penyelenggaraan Iayanan kesehatan




penyedlaan rumah aman '

- d pembentukan pusat pclayanan terpadu Anak

: - ,C-_, ' pcndman dan pengelolaan pant1 asuhan Anak £

‘ f.}j‘ff,pendman tempat rehabxlxta31 Anak kerban penyalahgunaan

! _» f’_‘fi ‘Narkotxka Alkohol Pmkotroplka dan Zat Adlktlf Lamnya

B : g vv}'pembenan bantuan hukurn terhadap Anak yang berhadapan
. '»y-,{'denganhukum .

. .v(‘

hpembenan bca::‘.lswa pendldikan, -

£ ‘.l 1. pemberlan bantuan blaya kesehatan
. J '; penyedlaan taman bermam Anak _ R
L ko }'penyedlaan perpustakaar; atau taman bacaan Anak SR
" 1. ’»”penyed1aan sarana rekream, olahraga dan pengembangan

| -bakat mmat sem budaya, ’ ' o L

m. fa5111ta31 bag1 F‘omm Anak

.n. 1kut mengawa31 secara aktxf aktmtas ‘Anak 'yang Ud _ sesuai
. dengan norma-norma yang berlaku dx Masyarakat l_
o. pembentukan komumtas peduh Anak berba51s dasamsma,
ORL,RWidan
p. bentuk bentuk peran serta Masyarakat dan duma usahavk

. 1a1nnya yang berkaxtan dengan Penyelenggaraan Pemen uhan »
v._‘_’HakAnak R : e T

Masyarakat dan duma USaha dalam Penyelenggaraan Pemenuhan
Hak Anak dapat berkoord1na31 dan bersmergl dengan Pemenntah

Medla massa dalam menjalankan fungsmya sebagal pemangku‘

kepentmgan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak wa.llb

o memenuhl azas Pemenuhan Hak Anak




,. o 'v ; (1) Senap penyelenggara usaha layanan mternet play statlon dan e
| R JenIS‘JemS permaman Anak yang berbasxs teknolog1 1nformaS1 g}ff,ﬁ’ 5
R dan komumkasx lamnya d1wa11bkan mengelola dan merancang”‘_ o

S tempat yang ramah Anak

‘o

(a ¥

 (2) ', Setiap penyelenggara usaha sebagalmana yang dlmaksud,v'"‘"'f’.”"-j‘_.v','
pada ayat (1) wa_]lb - _’ v D

o a.’,mengatur ruang/ blhk dengan pene;angan cukup dan tlda.k
Q"ftertutup,_ R

- : o D b,txdak menenma Anak Yang memakal seragam dan / ataufi
: ketlka jam Sekolah berlangsung, S o e

L ;yp_v‘membloklr secara Iokal sxtus yang mengagnd]_u.lg unsur B

pornograﬁ dan pornoak51 dan

'bjd'vmembataS‘ jam kumungan dan mengawasx penggunaan E

: fasﬂltas yang ada el L

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

,‘(I)I,Bupan berwenang, melakukan pembmaan dan pengawasan

atas Penyelenggaraan Pernenuhan Hak Anak o ‘,
(2)’,Bentuk pembmaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)’:.’:j-' o
SR IR I a memberikan sosmhsasx kCPada Masyarakat dunia usaha:i;

N .} dan kelompok Anak mengenm kebgakan Kabupaten‘»v;
N .'}vf.b.]'menyedlakan buku leaﬂet brosur atau peraga lamnya‘
oy .rnengena1 pemenuhan Hak Anak dan 1su—1su tcrkaJt

‘2, lamnya serta menyebarkannya ke Masyarakat




7Y

€. memberikan pelatihan yang berkaitan dengan

. - ‘pengasuhan/ pendidikan Anak ,  prinsip konseling,

e psxkologx dasar terhadap Masyarakat dan sektor swasta

 yang berpcran serta dalam upaya penyelenggaraan PAUD S

' penyelcnggaraan layanan terpadu dan keg1atan .Iain o
i sejenis yang berkaltan dcngan Pemenuhan Hak Anak o
d. memfasxhtasx texselenggaranya forum part181pas1 Anak
. dan komponen kelompok sosial budaya Anak o _ o
€. memfasﬂltasx pusat atau wadah layanan konsultas1 : 
. tumbuh kernbang Anak ; , ' e
f. mengkoordmasxkan zperan  serta dunia usaha dan ..
' kelembagaan lain, termasuk bantuan mtemasxonal baglt o

Penyclenggaraan Pemenuhan Hak Anak ; dan

g. ,membenkan Pcnghargaan kepada Masyarakat duma IR

_ usaha, Keluarga dan Orang Tua, baik secara md1v1du o

-'maupun kelompok atau orgamsasx yang telah melakukan
upaya Pcmenuhan Hak Anak .

(3) Pengawasan sebagmmana dlmaksud pada ayat (1) dapat

berupa ~ kegiatan monitoring  dan evaluasi atasf‘ |

Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak yang dxlaksanakan "

oleh Gugus 'I‘ugas KLA
~ BABXI
'PEMBIAYAAN
57 Pasai'54- |

Segala biayé pelaksanaari kebijakan, Program dan kegiatan - f
tcrkeut Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak bersumber dari: -
a. Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten, dan
b.  Sumber dana lainnya yang sah dan_tldak menglkat |



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

| L Peraturan Bupatl ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan
". o N j‘vAAgar setlap orang mengetahumya | “dan memenntahkan i

pengunda.ngan Peraturan Daerah ini. dengan penempatannya .

R .Y}dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar IR

o Dltetapkan d1 Karanganyar
o o ”'}vpada tanggal 17 Januari 2018
- BUPATI KARANGANYAR

o td

S ﬁiundangkah"di’Kaianganyar? A S
pada tanggal 17 Januari 2018 o :
| SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

L :ttdjvf‘
| SAMSI | ', e
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 15 B
- Salinan sesuai dengan aslinya o
SEKRETARIAT DAERAH =

KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum * . -

NIP 19750311 1 9903 1 009.



